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Abstract: This research focuses on the implementation of 

Gender Sensitive Policing (GSP) in reducing secondary 

victimization among female victims of violence at the 

Sub-Directorate of Women and Children Protection 

(PPA), Directorate of General Criminal Investigation, 

Polda Metro Jaya, particularly across service points 

including reporting, examination, case documentation 

(BAP), medical examination, and referrals. The research 

approach is qualitative using a case study method. Data 

collection techniques include interviews, non-intrusive 

observations, and document analysis involving 

investigators, female victims, unit leaders, and official 

documents (BAI/BAP) at the Sub-Directorate of PPA 

Polda Metro Jaya. The findings of this study indicate that 

GSP practices have been implemented in forms such as 

the use of specialized service rooms (RPK), victim 

assistance, gradual questioning techniques, provision of 

breaks during examination, and psychological referrals, 

which empirically help reduce victims’ psychological 

burden. However, secondary victimization persists within 
procedural aspects, particularly through repeated 

narration across multiple reports, highly explicit 

exploration of traumatic events, fragmented examination 

processes, and prolonged waiting periods experienced by 

victims. These findings suggest that GSP is more effective 

at the interactional level but has not been fully 

institutionalized within evidentiary and administrative 

procedures.  

PENDAHULUAN  
Pada tahun 1966, James Brown menyanyikan "This is a man's world" dan lebih dari enam 

dekade kemudian, dunia masih dirancang untuk pria (Criado- Perez 2019). Partisipasi perempuan 

dalam kepemimpinan pada berbagai tingkat masyarakat masih menghadapi hambatan struktural 

dan kultural yang mengakar. Dominasi perspektif maskulin dalam pembentukan norma sosial dan 

institusional berkontribusi pada terbatasnya akses perempuan terhadap posisi-posisi strategis 
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dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun wacana kesetaraan gender telah mengemuka 

dalam agenda global selama beberapa dekade, kondisi empiris di tingkat lokal menunjukkan 

bahwa perempuan tetap berada pada posisi yang terpinggirkan dalam struktur kekuasaan formal 

maupun informal. (Putri, C.U. & Putri, A., 2024). 

Salah satu kajian yang tidak kalah penting adalah transformasi pada sektor pelayanan 

publik, khususnya dalam membangun tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan 

gender, sehingga institusi pelayanan publik tidak lagi mereproduksi bias “dunia laki-laki”, 

melainkan menjadi ruang yang setara bagi kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Kebutuhan 

transformasi pelayanan publik khususnya kepolisian tidak lagi cukup diukur oleh kepatuhan 

prosedural semata menerima laporan, membuat BAP, mengamankan barang bukti tetapi harus 

dinilai dari bagaimana pengalaman korban ketika berinteraksi dengan polisi memengaruhi rasa 

aman, martabat, dan akses mereka terhadap keadilan substantif (Weiss, 2020; Saraswati, 2021). 

Dengan kata lain, indikator kualitas layanan pada perkara dengan korban perempuan tidak hanya 

“apakah laporan diterima dan pelaku diamankan” melainkan “apakah sepanjang proses itu korban 

tidak mengalami luka sosial-psikologis baru” berupa secondary victimization (Syahbur, Martha, 

& Rizqia, 2024). 

Penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak menuntut layanan kepolisian 

yang berperspektif gender dan berpusat pada korban. Dalam praktik, pendekatan ini dirumuskan 

sebagai Gender Sensitive Policing (GSP) mencakup komunikasi non-menghakimi, pemeriksaan 

di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk menjaga privasi, opsi pendamping atau penerjemah, 

pengurangan pengulangan cerita (anti-retraumatisasi), rujukan cepat ke layanan medis psikologis 

dan perlindungan hukum, serta akuntabilitas informasi hak korban (UN Women, 2023). Standar 

ini menempatkan proses penegakan hukum sekaligus sebagai sarana pemulihan, sehingga 

secondary victimization penderitaan tambahan akibat respons institusional yang tidak sensitif 

dapat dicegah (UN Women, 2023). 

Secondary victimization merujuk pada pengalaman “disakiti kembali” oleh prosedur dan 

aktor institusional termasuk aparat penegak hukum melalui pertanyaan yang menyalahkan, 

pengulangan kisah traumatis tanpa kejelasan tujuan, minimnya kerahasiaan, hingga paparan ulang 

terhadap pelaku (Syahbur et al., 2024). Dalam paradigma pelayanan publik, ini adalah indikator 

kegagalan tata laksana dan budaya kerja, karena negara justru mereplikasi bentuk kekuasaan yang 

sebelumnya menindas korban. Karenanya, Gender Sensitive Policing (GSP) berupaya mengubah 

titik tolak layanan dari “netral gender” secara prosedural menuju “adil gender” secara substantif 

mengakui perbedaan pengalaman, kerentanan, dan kebutuhan perempuan sebagai korban, 

sertamenyesuaikan cara bertanya, tata ruang, pengambilan keputusan, dan jalur rujukan agar tidak 

menambah beban psikologis dan material korban (Sun, 2007; Syahbur et al., 2024). 

Dalam konteks penyidikan, secondary victimization juga dapat muncul melalui cara 

penyidik membangun narasi hukum atas pengalaman korban. Ketika penyidik membentuk sendiri 

konstruksi mengenai niat pelaku, mengabaikan pengalaman subjektif korban, atau memaksa 

korban menyesuaikan keterangannya dengan format pembuktian yang kaku, korban berisiko 

merasa tidak dipercaya, disalahkan, atau kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Karena itu, GSP 

menjadi penting sebagai kerangka yang menuntun penyidik agar proses pemeriksaan tidak hanya 

berorientasi pada pemenuhan unsur hukum, tetapi juga menjaga martabat, rasa aman, dan 

pemulihan korban perempuan. 

GSP merupakan pendekatan dalam pelayanan kepolisian yang mengintegrasikan kesadaran 

dan respons terhadap perbedaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 
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perempuan. Konsep ini bermula dari kebutuhan untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi 

gender yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana dan pelayanan publik, yang berpotensi 

menimbulkan secondary victimization, yaitu trauma tambahan yang dialami korban akibat cara 

penanganan yang kurang sensitif oleh aparat penegak hukum. Secara global, GSP dikembangkan 

sebagai bagian dari reformasi kepolisian dan perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan 

perlakuan adil, penghormatan terhadap martabat korban, dan penguatan dukungan psikososial 

dalam proses hukum (Majid & Ali, 2025). 

Adaptasi konsep Gender Sensitive Policing di Indonesia telah dimulai dengan adanya 

regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 yang memberikan pedoman dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan peradilan. Namun, implementasinya masih 

menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan penelitian Majid dan Ali (2025), pelaksanaan GSP 

di kepolisian Indonesia belum optimal karena minimnya pelatihan khusus, SOP yang belum 

sepenuhnya mengakomodasi prinsip gender, serta budaya patriarki yang masih melekat di institusi 

kepolisian.  

Tulisan lain menunjukkan bahwa penyidik perempuan cenderung memberikan dukungan 

yang lebih empatik dan advokasi yang efektif kepada korban dibanding penyidik laki-laki, yang 

berkontribusi menurunkan risiko secondary victimization (Donovan & Barnes, 2020). Rumusan 

masalah dari penelitian yang akan kami lakukan yaitu Implementasi Pelayanan Gender Senstivie 

Policing untuk mengurangi secondary victimization terhadap korban kekerasan pada perempuan 

di Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

menggali secara mendalam implementasi Gender Sensitive Policing (GSP) oleh penyidik 

Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya dalam mengurangi secondary victimization terhadap 

korban kekerasan perempuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang bersifat 

eksploratif dan deskriptif, bertujuan menjajaki fenomena pelayanan kepolisian dari perspektif 

pengalaman korban dan penyidik, serta mengungkap makna di balik praktik GSP dalam konteks 

budaya institusi Polri yang masih patriarkal. 

Studi kasus dipilih karena fokus penelitian terpusat pada satu satuan kerja spesifik 
(Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya) sebagai unit analisis, memungkinkan peneliti 

mengeksplorasi bagaimana GSP diterapkan dalam situasi nyata, interaksi antaraktor (penyidik-

korban), dan faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan pengurangan secondary 

victimization. Metode ini lebih tepat dibandingkan etnografi (yang memerlukan imersi panjang 

dalam budaya) atau fenomenologi (fokus esensi pengalaman individu), karena penelitian ini 

membutuhkan analisis holistik terhadap proses organisasi, prosedur, dan outcome layanan dari 

perspektif feminis. 

Argumentasi pemilihan metode studi kasus didasarkan pada rumusan masalah yang 

menuntut pemahaman kontekstual: (1) bagaimana GSP diterapkan dari perspektif korban; (2) 

tingkat pemahaman penyidik terhadap konsep  GSP;  dan  (3)  titik  munculnya  secondary  

victimization  dalam  rantai layanan. Studi kasus memungkinkan triangulasi data dari multiple 

sumber (penyidik, korban, dokumen SOP) untuk validasi temuan, sesuai paradigma interpretivist 

yang mendasari penelitian ini. 
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Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan teknik Wawancara mendalam (indepth 

Interview/IDI) tidak berstruktur dengan pedoman semi-terbuka untuk penyidik dan pimpinan 

(durasi 45-60 menit),dan terstruktur dengan narasi pengalaman untuk korban (fokus lived 

experience tanpa judgement). Wawancara direkam (dengan informed consent) dan ditranskrip 

verbatim. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan narasi penyidik, korban, observasi 

dokumen untuk memverifikasi keabsahan data dan mengurangi bias. Teknik ini juga 

memungkinkan peneliti (sebagai anggota Polri) menerapkan epoche dengan meletakkan dalam 

tanda kurung pengalaman pribadi untuk fokus pada pengalaman partisipan secara murni. Lokasi 

penelitian Direktorat PPA/PPO  Polda Metro Jaya, Jakarta. Periode pengumpulan data dalam 3 

minggu. 

Kesimpulan ditarik secara induktif dari pola data, diuji kredibilitasnya dengan teori feminis 

dan konsep GSP, menghasilkan rekomendasi operasional untuk Direktorat PPA/PPO. Teknik ini 

menjamin temuan kredibel, transferable, dependable, dan confirmable sesuai standar kualitatif 

(Lincoln & Guba, 1985), dengan fokus mengungkap esensi pengalaman korban dan efektivitas 

GSP dalam mengurangi secondary victimization. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Penerapan GSP oleh Penyidik Direktorat PPA/PPO Dalam Penanganan Kasus Dengan 

Korban Perempuan 

Data menunjukkan tahapan pelayanan yang dialami korban sejak penerimaan laporan, 

pemeriksaan, hingga rujukan layanan, serta menggambarkan bentuk perlakuan penyidik terhadap 

korban dalam proses tersebut. 

 

1. Pemenuhan Prinsip Keadilan Prosedural dalam Tahap Pemeriksaan Korban 

Penyidik menyatakan bahwa proses penerimaan laporan diupayakan dilakukan di Ruang 

Pelayanan Khusus (RPK) yang terpisah dari ruang publik. Penyidik menyebutkan bahwa ruang 

tersebut digunakan untuk menjaga privasi dan memberikan rasa aman bagi korban.Pernyataan 

penyidik menunjukkan bahwa sikap awal dalam menerima laporan diarahkan untuk tidak 

menghakimi korban.  

Penyidik menyampaikan bahwa korban diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai 

ritmenya tanpa tekanan. Penyidik juga menyatakan bahwa pendekatan komunikasi disesuaikan 

dengan kondisi emosional korban, termasuk penggunaan bahasa yang tidak menyudutkan. Dalam 

praktiknya, penyidik menyebut bahwa pemisahan ruang dari area publik membuat korban lebih 

leluasa menyampaikan peristiwa yang dialami. Penyidik menyatakan bahwa kondisi ini tidak 

selalu dapat dihindari karena keterbatasan jumlah penyidik dan ruang pemeriksaan yang tersedia.  

 

2. Implementasi Keadilan Substantif dalam Penanganan Kasus  

Penyidik menyadari adanya potensi trauma pada korban perempuan selama proses 

pemeriksaan. Penyidik menyatakan bahwa dalam praktik pemeriksaan, korban diberikan ruang 

untuk menyampaikan keterangan secara bertahap. penyidik membutuhkan kemampuan tidak 

hanya dalam aspek teknis penyidikan, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi korban.  

Sensitivitas gender dikembangan melalui pengalaman lapangan dan pelatihan yang 

diperoleh, serta menyesuaikan pendekatan pemeriksaan agar lebih empatik. Penyidik melakukan 
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rujukan ke layanan visum, psikolog, dan rumah aman. Penyidik menyatakan bahwa visum et 

repertum digunakan sebagai alat pembuktian utama dalam kasus kekerasan fisik dan seksual.  

 

3. Evaluasi Sensitivitas Gender dalam Praktik Penyidikan 

Dalam setiap dokumen, identitas korban, dasar hukum pemeriksaan, dan status korban 

sebagai saksi pelapor dicantumkan kembali. Data juga menunjukkan bahwa pertanyaan yang 

diajukan dalam BAI memiliki pola yang berulang, terutama terkait kronologi kejadian, waktu, 

lokasi, dan tindakan pelaku. Penyidik menyatakan bahwa pemecahan pemeriksaan ke dalam 

beberapa dokumen dilakukan untuk melengkapi keterangan yang belum tersedia dan menguji 

konsistensi kronologi. 

 

4. Tingkat Pemahaman dan Penerjemahan Konsep GSP oleh Penyidik  

Tingkat pemahaman penyidik terhadap konsep Gender Sensitive Policing (GSP) serta 

bagaimana, konsep tersebut diterjemahkan dalam praktik pemeriksaan korban perempuan. Data 

bersumber dari wawancara, dokumen kualifikasi personel, serta studi dokumen BAP dan BAI. 

a. Pemahaman Penyidik terhadap Konsep GSP dan Pemeriksaan Berbasis Trauma. 

b. Penerjemahan Konsep GSP Dalam Praktik Pemeriksaan Berbasis Trauma. 

c. Kendala Ruang Perbaikan dalam Penerapan Pendekatan Berpusat pada Penyintas. 

 

 Dari sisi SOP, data menunjukkan, bahwa penggunaan ruang khusus dan pemenuhan 

administrasi relatif konsisten. Namun, penerapan aspek lain seperti rujukan psikologis, 

pendokumentasian layanan, dan integrasi perspektif gender dalam BAP belum tercatat secara 

merata dalam dokumen perkara. Penyidik juga menyatakan bahwa belum terdapat pedoman teknis 

yang rinci terkait analisis gender dalam penyusunan BAP, sehingga penerapan perspektif tersebut 

masih bergantung pada interpretasi masing-masing penyidik. 

 

Dampak GSP pada Titik Layanan Atas Secondary victimization dalam Penanganan Kasus 

Kekerasan pada Perempuan di Direktorat PPA/PPO  Polda Metro Jaya 

 Implementasi Gender Sensitive Policing (GSP)pada titik layanan beririsan dengan 

pengalaman korban, dengan menampilkan data dalam bentuk deskriptif berbasis pernyataan 

korban, penyidik, dan dokumen BAP/BAI. 

 

1. Kerentanan Berlapis Korban Perempuan dan Implikasi Interseksional Penerapan GSP 

Dokumen BAP pada kasus kekerasan seksual terhadap anak memperlihatkan bahwa 

korban diminta menjelaskan secara rinci tindakan seksual (waktu, tempat, frekuensi, bentuk 

tindakan), sementara pada kasus KDRT pertanyaan lebih berfokus pada pola kekerasan secara 

umum.  

Pernyataan korban menunjukkan bahwa relasi kuasa (suami-istri, pacar, orang dewasa-

anak) mempengaruhi kedalaman pertanyaan yang diajukan. Korban dengan trauma berat 

menyatakan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan rinci dan membutuhkan jeda, namun tetap 

diminta menyampaikan kronologi secara lengkap.  
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2. Diversitas dan Representasi Penyidik Mengurangi atau Memperkuat Secondary 

Victimization 

Pernyataan penyidik laki-laki menunjukkan perubahan sikap dari kurang empati menjadi 

lebih pro-korban setelah pelatihan dan pengalaman. Pernyataan korban menunjukkan bahwa 

kehadiran pendamping seperti psikolog, PPPA, atau pengacara membantu memberikan rasa aman 

dan mempermudah korban menjawab pertanyaan. Penyidik juga menyatakan bahwa keberadaan 

pendamping dicatat untuk menegaskan bahwa korban tidak sendirian. 

 

3. Tantangan Struktural Implementasi GSP di Titik Layanan Berstandar Prosedural dan 

Realitas Interseksional 

Ketegangan antara kebutuhan pembuktian formal dengan kondisi psikologis korban. 

Penyidik menyatakan bahwa pengulangan pertanyaan dilakukan untuk memenuhi unsur pasal, 

meskipun disadari menambah beban korban. Korban juga menyatakan adanya tekanan akibat 

waktu tunggu sebelum pemeriksaan serta ketidakpastian proses lanjutan.  

Penyidik menyatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh antrean perkara dan keterbatasan 

waktu. Penyidik menyatakan bahwa fokus pada kelengkapan BAP dan kekuatan pembuktian 

sering menjadi prioritas, sehingga pertimbangan kondisi psikologis korban tidak selalu menjadi 

fokus utama. 

 

B. Pembahasan/Diskusi 

Pendekatan ini memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar peristiwa 

individual, melainkan terkait erat dengan cara institusi termasuk kepolisian mendefinisikan, 

merespons, dan kadang mereproduksi ketidakadilan gender melalui prosedur, bahasa hukum, dan 

standar pembuktian yang tampak netral namun sesungguhnya berangkat dari perspektif maskulin 

dominan (Fauziah, 2019). 

Dalam kerangka tersebut, konsep Gender Sensitive Policing (GSP) digunakan sebagai 

standar normatif layanan, yakni model pelayanan kepolisian yang menuntut komunikasi 

non‑menghakimi, pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus untuk menjamin privasi, opsi 

pendamping atau penerjemah, pengurangan pengulangan cerita traumatis, serta rujukan cepat ke 

layanan medis, psikologis, dan perlindungan hukum bagi korban (Majid & Ali, 2025; UN Women, 

2023).  

GSP dipahami bukan sekadar tambahan prosedural, tetapi sebagai upaya 

mentransformasikan praktik kepolisian agar lebih adil gender dan mencegah praktik “netral semu” 

yang justru merugikan perempuan, karena mengabaikan kerentanan spesifik dan pengalaman 

kekerasan yang dialami perempuan dalam struktur sosial yang patriarkal (Syahbur et al., 2024). 

Sejalan dengan itu, secondary victimization dipakai sebagai indikator kritis untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan layanan ketika korban mengalami trauma tambahan akibat cara aparat 

bertanya, cara institusi mengatur ruang, atau cara prosedur memaksa korban mengulang narasi 

kekerasan tanpa kejelasan tujuan, maka pelayanan tersebut dapat dikatakan gagal melindungi 

martabat korban meskipun secara formal memenuhi tahapan hukum (Syahbur et al., 2024). 

Dengan pisau analisis feminis, konsep GSP, dan secondary victimization ini, Bab V 

diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok penelitian. Pertama, bagaimana implementasi 

GSP di Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya dari perspektif korban, terutama terkait pengalaman 

mereka ketika berinteraksi dengan penyidik, ruang pemeriksaan, dan mekanisme rujukan (Majid 

& Ali, 2025). Kedua, bagaimana pengetahuan, sikap, dan nilai penyidik tentang GSP dan SOP 
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penanganan perempuan dan anak, termasuk sejauh mana pelatihan, sertifikasi, dan budaya 

organisasi memengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan prinsip pro‑korban dalam 

keseharian (Donovan & Barnes, 2020; Fauziah, 2019).  

Ketiga, di titik mana dalam rantai layanan mulai dari pelaporan awal, pemeriksaan di RPK, 

penyusunan BAI/BAP, hingga rujukan medis dan psikososial potensi secondary victimization 

muncul dan dinegosiasikan, sehingga dapat dilihat apakah proses penegakan hukum berfungsi 

sebagai sarana perlindungan dan pemulihan, atau justru menghadirkan luka sosial‑psikologis baru 

bagi perempuan korban kekerasan (Syahbur et al., 2024).  

Keterkaitan antara ketiga pertanyaan memungkinkan pembahasan ini tidak hanya menguji 

kesesuaian praktik dengan SOP, tetapi juga menilai bagaimana tubuh, suara, dan pengalaman 

perempuan dinegosiasikan dalam teks BAP/BAI, dalam ruang‑ruang pelayanan, dan dalam 

keputusan sehari‑hari penyidik, sehingga memberikan kontribusi pada perdebatan lebih luas 

tentang reformasi kepolisian yang sensitif gender di Indonesia (Criado‑Perez, 2019; Fauziah, 2019; 

Majid & Ali, 2025). 

Dengan berangkat dari kerangka GSP dan teori secondary victimization, dimaksudkan 

untuk menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan 

bukanlah ruang yang netral. Dalam praktiknya, cara penyidik bertanya, menyusun kronologi, 

membaca pengalaman korban, hingga membentuk narasi mengenai niat dan tindakan pelaku dapat 

menjadi titik yang menentukan apakah korban merasa didengar dan dilindungi, atau justru kembali 

mengalami kekerasan dalam bentuk lain. Ketika pengalaman korban diabaikan, keterangannya 

dipaksa menyesuaikan konstruksi hukum tertentu, atau penyidik membangun narasi sendiri yang 

tidak sepenuhnya berpijak pada pengalaman korban, maka proses penyidikan berisiko 

memunculkan secondary victimization, yaitu keadaan ketika korban kembali disakiti oleh respons 

institusi hukum yang seharusnya memberi perlindungan. 

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menilai sejauh mana prinsip 

GSP dipahami dan diterapkan oleh penyidik Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya dalam 

menangani perempuan korban kekerasan. GSP menjadi penting karena memberikan dasar bagi 

penyidik untuk tidak hanya mengejar pemenuhan unsur hukum dan kelengkapan BAP/BAI, tetapi 

juga menjaga agar proses pemeriksaan tidak menyalahkan korban, tidak mengabaikan trauma, 

tidak memaksa pengulangan cerita secara berlebihan, dan tidak mereduksi pengalaman korban 

hanya sebagai alat bukti. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya membahas kesesuaian 

prosedur penyidikan dengan SOP, tetapi juga menilai apakah proses penyidikan telah menjadi 

ruang perlindungan dan pemulihan, atau justru berpotensi mereproduksi luka sosial-psikologis 

baru bagi perempuan korban kekerasan. 

Dalam penelitian ini, alur penyidikan dalam penanganan kasus dengan korban perempuan 

di Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya dipahami sebagai rangkaian proses yang bergerak dari 

penerimaan awal korban di SPKT/RPK, asesmen kondisi korban, pembuatan Laporan Polisi (LP), 

pelimpahan penanganan kepada Unit PPA/PPO, pemeriksaan korban melalui BAI/BAP, hingga 

tindak lanjut perlindungan dan pengumpulan alat bukti. Secara normatif, alur ini mengikuti SOP 

yang menempatkan konseling awal, asesmen kebutuhan korban, rujukan medis-psikologis, 

pemeriksaan visum, perlindungan sementara, serta koordinasi dengan lembaga layanan sebagai 

bagian dari proses penanganan. Namun, berdasarkan temuan penelitian, alur tersebut dalam 

praktik tidak selalu berlangsung secara linear, karena pemeriksaan korban dapat dilakukan lebih 

dari satu kali melalui BAI tambahan, pengulangan keterangan, serta penggalian detail peristiwa 

untuk memenuhi kebutuhan pembuktian hukum.  
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Setelah pemeriksaan korban dilakukan, penyidik melanjutkan proses dengan rujukan 

layanan apabila diperlukan, pemeriksaan visum sebagai bagian dari alat bukti, serta mendatangi 

TKP untuk mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian, alur penyidikan ini 

menunjukkan adanya pertemuan antara kebutuhan administratif-legal dan kebutuhan perlindungan 

korban, sehingga setiap tahap, terutama pemeriksaan BAI/BAP dan pemeriksaan tambahan, 

menjadi titik penting untuk menilai apakah prinsip GSP benar-benar diterapkan atau justru masih 

menyisakan risiko secondary victimization bagi perempuan korban kekerasan. 

 

SIMPULAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa alur layanan Direktorat PPA/PPO Polda Metro Jaya 

telah mengadopsi sejumlah elemen kunci Gender Sensitive Policing (GSP), terutama melalui 

penggunaan Ruang Pelayanan Khusus, keterlibatan pendamping (PPPA, psikolog, pengacara), 

serta mekanisme rujukan ke layanan kesehatan dan rumah aman. Praktik‑praktik ini membuat 

korban tidak lagi harus menceritakan pengalaman kekerasan di ruang publik yang terbuka dan 

memberi mereka dukungan emosional serta hukum yang relatif lebih kuat selama proses 

penyidikan. Namun, di saat yang sama, masih ditemukan praktik yang membebani korban, seperti 

pengulangan narasi secara berlapis, pertanyaan sangat eksplisit mengenai detail hubungan seksual, 

pemeriksaan oleh banyak penyidik dalam satu ruang, dan waktu tunggu yang panjang antara 

pelaporan dan pemeriksaan substantif, yang berpotensi memicu secondary victimization. 

Pada level pengetahuan, sikap, dan nilai, penelitian ini memperlihatkan bahwa banyak 

penyidik telah mengembangkan orientasi pro‑korban dan mulai memahami prinsip dasar GSP, 

termasuk kesadaran bahwa trauma memengaruhi cara korban bercerita dan bahwa pertanyaan 

menyalahkan dapat melukai korban. Meski demikian, internalisasi GSP belum merata sebagian 

penyidik masih kuat dipengaruhi skema gender tradisional misalnya kecenderungan 

memposisikan perempuan terutama sebagai sumber alat bukti yang harus “mengisi unsur 

pasal”dan tekanan target administratif perkara, seperti tuntutan BAP yang “tajam” dan 

penyelesaian cepat. Hal ini membuat praktik di lapangan sering kali berada dalam tegangan 

terus‑menerus antara empati terhadap korban dan tuntutan pembuktian pidana yang kaku. 

 Konteks Jakarta sebagai wilayah metropolitan dengan jumlah dan kompleksitas perkara 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi menjadi faktor penting yang membentuk 

sekaligus membatasi implementasi GSP di Polda Metro Jaya. Di satu sisi, tingginya beban perkara, 

mutasi personel, dan tekanan administratif menciptakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang 

mudah mendorong penyidik kembali pada pola kerja prosedural yang maskulin dan berorientasi 

angka. Di sisi lain, posisi Jakarta sebagai episentrum kasus dan sebagai Polda yang telah memiliki 

panduan dan SOP khusus justru membuka peluang menjadikan Direktorat PPA/PPO sebagai 

laboratorium reformasi GSP ruang untuk menguji inovasi alur layanan, penguatan pelatihan, dan 

pembenahan budaya kerja yang lebih responsif gender dan berpusat pada korban. 
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